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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 20¢1

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA GERGUNUNG
KECAMATAN KLATEN UTARA
MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KLATEN

periu menetapkan status Desa menjadi Kelurahan;

b. bawwa berdasarkan penllaan d lapangan 'dan penelitian
kelengkapan berkas administratif, maka Desa Gergunung,
Kecanatan Katen Utara dpandang 'telah memenuh
persyaatan yang ditentukan, sehingga oleh karenanya

dapat ditetapkan menjadl Kelurahan;

a  bahwa untuk maksud tersebut di atas, periu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

1. Undangundang MNomor 13 Tawun 1950

Pembentikan Daerah~dasrah Kabupaten Daam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tangga 18

Agustus 1950);

2. Undangundang MNomor 22 Tawn 1999 tentang

Permerintahan Daesrah (Lembaran MNegara. Tahun 1999
Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839),

3. Undangundang MNomeor 25 Tahun 1999

Penmbangan Keuangan Antaa Pemerintah Pusat dan

Caerah:

4, Perm.r%w Pemernntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemenntah dan Pemerintah Propinsi sebaga

Daaraty Otanoim;

5. Peraturan Pemerintan Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedornan Organisasl Perangkat Daerah;

1

a bawa sejdan dengan perkembangan keadaan
peningkatan pelayanan kepada masyaakat, bak di bidang
pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan,



Mamperhatikarn : 1. Peraturan Menteri Daam Negerd Nomor 4 Tahun 1999
tentang Percabutan Beberapa Peraturan Menten Daam
Negerd dan Instuksi Mentern Daam MNegen Mengena
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tanun 1979 tentang
Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menter Daam Neger .Nomor 63 Tahun 1992
temtang Petumjuk Pelaksanaan  dan Penyesuaan
Peristilahan Daam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kalurahan,
3. Keputusan Menteri Daam MNegeri Nomor &4 Tahwn 1599
tentang Padoman Umum Pengaturan Mengena Desa;
4. Surat Kepubusan Gubemur Jlawa Tengah  Nomor
146.1/03/2000 tanggd 18 Januad 2000 tentang
Pengukuhan Perubahan Stabus Desa Barenglor, Desa
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Desa Mojayan, Desa
" Buntdan, Kecamatan Katen Tengah, Desa Jatis, Desa
Gayamprit, dan Desa Trunuh, Kecamatan Kiaten Selatan
menjadi Kdurahan di Kabupaten Klaten;

Dengan persetujuan

DEVWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :
Menetapkat : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
GERGINUNG KECAMATAN KLATEN LUTARA  MENJADI
) KELURAHAN.
L'.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Wmmmmmw@mﬂmmm

b. Bupati addah Bupati Klaten;

c. Kepaa Kelurshan adalah Lurah;

d. Desa addah kesaluan masyaakat hukum yang  mamilik
kewenangan uniuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarskat setempat berdasarkan asa usul dan adat istiadat
satempat yang diakul daam sistem pemerintahan nasional dan
berada di Dasrah Kabupaten Klaten;




e Kelushan adaah Kelurshan Gergunung, Kecamatan Klaten
Utara yang merupakan wilaysh kerja Lurah sebagal perangkat
Daerah Kabupaten Klaten di bawah Kecamatan;

f. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi
masyarakat yang dibentuk dari dan oleh masyarskal unhuk
memaihara dan melestarikan rila-nila kehidupan masyarakat
berdasarkan kegotongroyongan dan  kekeluargaen, serta
membantu pelaksanaan tugas pemerntahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di Desa;

g. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT addah
organisasi masyarakat di bawah RW yang berfungsi membantu
kelancaran pelsksanaan tugas RW,

BAB II
PERUBAHAN STATUS

Pasd 2

Dengan Peraturan Dasrah inl ditetapkan perubahan status Desa
Gergurung, Kecamatan Klaten Utara menjad Kelurahan.

BAB I
MNAMA DAN LUAS WILAYAH '

Pasal 3

(1)Dengan perubshan status  Desa manjad Keluahan
sebagamana dmaksud pada Pasa 2, nama Desa Gergunung
diubah menjad Kelurshan Gergunung, Kecamatan Katen
Litara.

(2) Luas wilayah Kelurshan sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
meliputi sduruh bekas wilaysh Desa Gergunung saluas +
141,9110 hektar.

BAB TV
BATAS WILAYAH

Pasa 4

(1) Batas wilayah Kelurahan sebagamana dmaksud pada Pasdl 3,
addah sebagamana tersebut daam peta pada lampiran
Peraturan Dasrah inl.

(2)Peta lampiran sebagamena dimsksud pada ayat (1)
marupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ind.



BAB V
PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 5

(1) Pemerintah  Kelurahan terdii dad Kepaa Kelurahan dan
Perangkat Kelurahan.

{2} Untuk mamimpin penyelenggeraan tugas-tugas panertrmmaﬂ
d Kelurahan, diangkal seorang Kepala Keluahan sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa 6

(1)ntk kelengkapan Pemerintsh  Kelurshen sebagaimana
dimaksiid pada Pasal 32, diangkat perangkat Kelurahan sesus
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan perangkat Kelurshan sebagamana dimaksud
pada ayat (1) dengan mempearhatikan Perangkat Desa yang
masih menjabat.

(3 susunan organisasl dan  tatakerja Pemerintan  Kelurahan
sebagamana dmaksud pada ayat (1) ditetapkan sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakl.

BAB VI
KEKAYAAN KELURAHAN

Pasd /7

Kekayasan Kelurahan terdin dani :

a Kekayaan yang diberikan dari Pemerintah tingkat atasnya;

b. Bekas Kekayaan Desa Gergunung;

¢. Sumbangan, hibah dan masyarakat, bak berupa barang
bergerak maupun tidak bergerak.

Pacd B

Kexkayaen Kelurghan yvang berasd dani bekas kKekayaan Desa
Mojayan sebagamana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dapat

berupa :

@, Tanah-tansh kas Desa;

f. Pasa Dess;

g. Bangunan milik Desa;

h. Landan kekayaan bekas milik Pemerintah Desa.



BAB VII
PENGELOLAAN KEKAYAAN KELURAHAN

Pasd ©

1Y Mekayvaon Kelurahan yang berasa dant bekas kekayaan Dess
Mojayan menjadl milik Permerintah Daerah.

(2] Kekayaan Kelurshan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dikelda oleh Pemerintah Daersh meaidul Anggaran Pendapatan
dan Belanja Deerah Kabupaten dengan memperhatikan
kepentingan Kelurahan.

Pasal 10

Bagian hasil pengeiolaan kekayaan Kelurshan dai Pemerintah
Dasrah kepada Pemerintzh Kelurshan sebagamana dimaksud
pada Pasd 9 ayat (2) sebaga berikut :

a Hasll pengaoiaan berupa hasil panen, sewa atau lelang tanah
kekayaan Kelurshan, 75 % dkembdikan kepada Kelurahan
dan 25 % untuk Pamerintah Dasrah;

b. Tansh kekayaan Kelurshan yang dilepas 75 % dikembdikan
kepada Kelurahan dgunakan unbuk pengadaan tanan
pengganti yang senila dan 25 % untuk Pemerintah Daeran;

. Hasil pengdolaan bangunan milikk Kduahan selundhnya
menjad milik Kelurahan.

Pasal 11

{(1iUntuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan  Kelurahan,
Pemerintah Dasrah  menyerahian  pengelolaan  sebaglan
kekayaan Kelurahan kepada Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Pengeldaan sebagian kekayasn Kelurshan sebagamana
dmaksud pada ayat (1) dilakukan meldu  Anggaan
Pendapatan dan Penjeluaran Kelurahan,

(3)Bupati melakukan pengawssan terhadap pengelolaan
kekayaan Kelurshan sebagamana dmaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Bagl semua Perangkat Desa Gargunung yang pada saat
beddwnya Peraturan Daesrah inl masih menjabat, tetap
melaksanakan tugas sesua dengan Surat  Keputusan

pengangkatannya dan mendspatkan hak dan penghasilan
sesua ketentuan yeng berlakau,



{2) Dengan beriakunya Peraturan Dasrahinl, maka :

a. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga
Ketzhanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Gergunung
dinyatakan dihapus.

b, Samua RW dan RT yang ada di wilaysh Kelurahan tetep
berdaky dan menjdankan fungsinya sesua  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasd 13

Ha-hd veng belum cukup distur daam Peraturan Daeran ini,
capanjang mengena pelaksanaannya diatr lebih lajut oleh
Bupati,

Pasal 14
Peraturan Dasrah ini mula berlaku pada tangga diundangran.
Aga sefiap orang  dapat  mengetahuinya, memenntahkan

pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannya
dalam Lambaran Desrah Kabupaten Klaten,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

KECAMATAN KLATEN UTARA

MENJADI KELURAHAN

I UMUM

| Daam Negeri maupun Gubeamur.

mendapatkan persetujuan Menteri Daam  Neger

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA GERGUNUNG

Proses perubzhan status Desa Gergunung , Kecamatan Klaten Utara
menjad Kelurahan disksanakan bersama-sama dengan beberapa Desa lain yang
: ada d Wiayah Kota Adsminstratif Klaten yang dimuld Tahun 1992 dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
- Pemerintzhan d Daersh dan Undang-Undang Nomor 5 Tawn 1979 tentang
Pemerintahan Desa Untuk perubahan stabs Desa menjad  Kelurahan
dipersyaratkan adanya persetujuan Pimpinanan DPRD. Secara prosedurd semua
ketentuan ini telah dilaksanakan. Namun demikian, sejdan dengan berlawnya
| Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengiringl perubahan tersebut. Sehingga dengan berlaanya Undang-Undang
Netror 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daersh maka proses perubahan
status Desa menjadi Kelurahan tidak lagi meldui permintasn persetujuan Menten

Parubahan status Desa Gergunung menjadi Kelurahan secara forma telah
Gubemur Jawa

MaLpUIN
Tengsh. Mengingat proses perubahan status Desa menjadi Kelurshan inl dalam
masa perdihan, maka untuk lebih memberikan landasan Hukum yang kuat harus

Kepda Kelurshan diangkat dal Pegawa Negerl Sipll yang memenun

persyaratan oleh Bupati atas usul Camat

Pasal 6
Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Olehkarena padasaat ditetapkan Peraturan Daersh ini Perangkat
; Desa yang masih aktif tetap melaksanakan tugss sampa akhir
mesa jabatannya meka pengankatan perangkat Kelurahan

diprioritaskan pada jabatan yang kosong.

Ayat (3) : Penetapan Stuktur Organisasl didesarkan pada beban tugas dan

kondisi masing-masing Kelurahan.



Pasal 7 =/d Pasal 9
Cubkup jelas

Pasal 10
Bagian hasll pengelolaan kekayaan Kelurahan oleh Pemerintah Daerah
yang dkembdikan pada Pemerintshan Keluahen dgunakan untuk
membiaya penyeenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 11 ;

Ayat (1) : Penyershan pengelolaan sebagian kekayaan Kelurahan dildakan
oleh Bupati.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Yang dmaksud Hak Perangkat Desa yang masih menjabat adaah Hak
untuk mengelda tanah bengkok sebagamana yang ditetapkan.

Pasal 13
Cusaup jelas.



